SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 686 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 24 /HK.03.1-Kpt/ 1307 /KPU-
Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Manajerial di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Barat tanggal 9 Juli 2024 perlu dilakukan perubahan
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lima Puluh Kota;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
24 /HK.03.1-Kpt/ 1307 /KPU-Kab/X /2021 Tentang

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
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Mengingat

Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5698);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5153);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
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Salinan sesuai dengan aslinya

Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan  Pemerintah  Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 24/HK.03.1-
Kpt/1307/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA.

KESATU :  Menetapkan perubahan struktur Satuan Tugas Unit

Pengendalian  Gratifikasi di lingkungan  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILITHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 686 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR
24 /HK.03.1-Kpt/ 1307 /KPU-Kab/X /2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STRUKTUR SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO. KEDUDUKAN
NAMA JABATAN SATUAN TUGAS
1. | Okto Rizaldi, S.H.I Ketua Pengarah
2. | Rozi Wan, S.H.I Anggota Pengarah
3. | Syafrizal, S.H Anggota Pengarah
4. | Wendi Ahmad
Wahyudi, S.Pd Anggota Pengarah
S. Zumaira, S.H.I, M.H Anggota Pengarah
6. Indrawarman, S.H Sekretaris Ketua
< | Hendra Riski Saputra, Kepala Subbagian ’.l‘ekmS .
: Penyelenggara Pemilu dan Sekretaris
SE
Hukum
Kepala Subbagian
8. | Yenita Mirani, SE Perencanaan Data dan Anggota
Informasi
Kepala Subbagian
9. | Veni Murna Putri Partisipasi, Hubungan Ansoota
S.IP., M.Si Masyarakat dan Sumber g8
Daya Manusia
. Kepala Subbagian
10. | Ade Rio Saputra Keuangan, Umum dan Anggota
S.I.LKom., M.Si ..
Logistik

Salinan sesuai dengan aslinya
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.
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